
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1042, 2014 KEMENKOPOLHUKAM. Pengawasan. Intern.
Pedoman.
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REPUBLIK INDONESIA

NOMOR9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyusunan atau perumusan kebijakan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan di bidang pengawasan dilaksanakan oleh
Inspektorat sesuai Pasal 350 Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola atas
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan anggaran di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, diperlukan pengawasan intern
yang efektif dan efisien;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu
menetapkan Pedoman Pengawasan Intern dengan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5334);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor: Per-
367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan
Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor: Per-
02/Menko/Polhukam/8/2011 tentang Disiplin Pegawai
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan;

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor: Per-
06/Menko/Polhukam/11/2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan;

13. Peraturan MenteriKoordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEDOMAN
PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN.

Pasal 1

Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini.
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Pasal 2

Pedoman Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
menjadi acuan unsur pengawasan dan unsur yang diawasi dalam
pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli2014

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SUYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



2014, No.10425

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INTERNDI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan Negara
dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern
pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko,
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan
pengendalian intern.Penerapan unsur-unsur dalam sistem
pengendalian intern dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian
integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
ditetapkan bahwa tugas Inspektorat Kementerian Koordinator adalah
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Koordinator. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat
Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi penyiapan
perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan evaluasi lainnya, pelaksanaan pengawasan
untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator,
penyusunan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan administrasi
Inspektorat Kementerian Koordinator dalam rangka pencapaian visi
dan misi yang telah ditetapkan. Untuk dapat melaksanakan tugas


